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PERATURAN  MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                             NOMOR: 22/M-DAG/PER/6/2009 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4406); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden  Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 4418); 

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 95 Tahun 2007; 

14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14.1/M-DAG/ 
PER/7/2005 tentang Rencana Stratejik Departemen 
Perdagangan; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ 
PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perdagangan Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia  
Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI 
KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN. 

Pasal 1    
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

perdagangan. 
3. Departemen adalah Departemen Perdagangan. 
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang masa berlakunya dari tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan;  

7. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan, selanjutnya disebut DAK 
Bidang Perdagangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan 
sarana perdagangan yang belum mencapai standar tertentu dan atau untuk 
mendorong percepatan pembangunan daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah 
penanggungjawab Bidang Perdagangan di Kabupaten/Kota yang ditunjuk 
oleh Bupati/Walikota. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan, 
pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang 
dibiayai melalui DAK Bidang Perdagangan. 
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(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk: 
a. menciptakan tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan, 

penggunaan dan pengelolaan DAK Bidang Perdagangan yang 
dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

b. mengkoordinasikan semua unit/instansi/lembaga terkait di pusat dengan 
instansi teknis di daerah dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan 
keuangan, dan pemantauan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang 
Perdagangan, sehingga penggunaan dana dapat menghasilkan sarana dan 
prasarana perdagangan yang memenuhi standar tertentu, dalam rangka 
meningkatkan kelancaran arus distribusi barang, mendorong percepatan 
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah.  

(3) Ruang lingkup pengaturan meliputi: 
a. pemrograman; 
b. perencanaan; 
c. pelaksanaan; 
d. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;  
e. pemantauan dan evaluasi; 
f. pelaporan kegiatan (fisik dan keuangan); dan 
g. mekanisme pelaporan Keuangan DAK Bidang Perdagangan dengan 

aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta penilaian kinerja. 
Pasal 3 

(1) Penetapan Daerah Kabupaten/Kota dan besarnya DAK Bidang 
Perdagangan untuk masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atas usul Menteri. 

(2) DAK Bidang Perdagangan wajib menjadi salah satu bagian dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
Arah kebijakan DAK Bidang Perdagangan dalam rangka menunjang percepatan 
pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota, 
untuk menciptakan kestabilan harga bahan pokok, kelancaran distribusi dan 
kepastian berusaha bagi pedagang dan menciptakan iklim usaha yang kondusif 
di sektor perdagangan. 


